
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PTRATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2A24

,rTNTANG

PTREilCANAAN KEBUTUHAN BARAIVG I}IILIIT DAERAH {BlwI}'

DENGAN RAHMAT ?UI{AN YANG IUArIA TSA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

t].

BUPATI }IALII{AI{ERA BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor ZT

Tahun 2A14 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daeratr sebager-imana telah dir-rbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2AZA tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ZT Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/f)aerah
dan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 1q Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

maka periu menetapkan reguiasi daerah tentang
Perencarlaan Kebutuhan lJarang Milik f)aerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud hur:uf a diatas, lrraka perlu ditet.apkan

Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Repubiik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan

Negara -yang Bersih clan Betras dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (l,embaran Negara Tahun 1999 Nomor 75i;

Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulaua-s

Sula, Katr. Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di

Provinsi Maluku Utara;

4.).
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4. Undang-Undang Ncmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha-n

I-embaran Negara Ncmor a2861;

5" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (l,embraran Negara Tahun 2004 Nomar

8, Tambahan lemLrararl Negara Nornor a355);

6 " Undang-Undang Nomor 12 Tahun ZOlL tentang

Peitbentukan Peraturan Perundarrg-undarrgan,

seba.gairnana telah diubah dengan UU Na "13 I 2*2ft
tentang Perubatran Kedua Atas UU No.l2/2O11 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang*tlnclarrgar:

{Lembaran Negara Tatrun 2fl22 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Nornor 6801);

7. Undang-Undang l{ornor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pernerintalran Daerakr (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Ta"hun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telahdiuhah beLrerapa

kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2A22 tentang
Hutlungan Keua"ngarr antara Pernerintah Pusat dafl
Pernerintahan lJaeratr (LemLraran Negara Tahun 2*22

Nornor 4ri;

A. Undang-Undang Neirnor 30 Tahun 2Ot4 tentang

Administrasi Pernerintahan {Lernbaran Negara Tahun

2AL4 Nomor 292, Tarnbaha.n Lernbaran Negara Nornsr

5601) sebagaimana telah diul-rah dengan UU Nomor 11

Tahun 2O2A tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Ta"hun 2A2O Nornor 2a5l;
q. Und.ang-Undang Nornor 1 Tahun 2A22 tentang

Hubungan Keuangan antara Pernerinta"h Pusat d"arr

Pemerintahan Daera.tr (LernLraran Negara Tahun 2A22

Nornor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 6757l,;

1S. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tal^un 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pernerintahal (Lernbaran Negara

Itatrun 2O1O Norrror 123, Tambahan Lembaran Negara

Nomor S 165);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 "lairun 2Oi4 t"entang

Pengelolaan Barang Iviilik Negara/I)aerah {Lembaran
Negara Tahun 2A14 Nomor 92, Tambahan l.embararn

Negara Nornor 5533) sebagaintana telah diutrah denga.n

PP Nomor 28 Tatrun 2O2O tentang Perubahan Atas FIr

Nomor 27 Tahun 2A 14 tentang Pengeiolaan Barang Milik
NegaralDaerah (I-embaran Negara Tahun 2OZA Nor:r*:r

L42, Tawtbahan L,erliiaran Negara Nor:tor t:523j;
12. Peraturan Pemerintah lrlomor l'2 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2019 Nomor 42, Tamkrahan Lembaran Negara

Nomor 6322\;

13. Pera.tura.n Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
PengaCaan Barangf.Iasa Perrierintah (LemLraran Negara

Tahun 2018 Nornor33);
14. Peraturan Nienteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang l)eml:entukan Prorluk Hukum Daerakr {F3erita

Negara Tahun 2015 Nornor 2036) sebagaimana diubah

clengan Permenciagri No.12O12018 ttg Peruhakran

I'ermendagri No.8O/ 2015 ttg Pernbentukan Proriltk

l{ukurn Daerah {}3erita Negara Tahun 2018 Nomorl5?}l

i5. Peraturan Menf-eri Daiam Negeri Nomor 19 Tahun 2O1{:

tentang Pedoman Pengelolaan l3arang Milik Daerah iBerita
Negara Tahun 201t3 Nomor 5a7|;

15. Perat.uran Menteri l)alam Negeri Nomor lOB Tahun 2OlS

tentang Penggnlongan dan Kodefikasi Barang Miiik Daerah

(Berlta Negara Tahun 2A16 Nomor 2i)83);

17 " Pr:raturan Menteri f)alam Negeri Nomor 1 Tahtin z*Lt)

tentallg Penl/rrsutan FJarang Milik t)aerah {Berita Negt-ar"a

Tahun 2O1q Nomor L64);

18. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 7o Tairtln 2019

tentang sistem inforrnasi Pemerintahan ifaerah (Berita-

Negara 'lahun 2C19 Norrlor 1 I 14, Tambahan Ler-r"ltran-an

Negara Nornor 5533];
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:un 202G

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Tahun 2OZA Nomor 178l);

2O" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2A21

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pernbukuan,

Inventarisasi, dan Peiaporan Barang Milik Daera}"

(Berita Negara Tatrun 2O2l Nornor 1O76);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Tatrun 2f.:-21 tentang Perubahan atas Peratura"n Daera"h

Ka.bupaten Haknatrera Barat Nornor 6 Tahun 2OL6

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

{Lembaran Daeratr Kabupaten Halmakrera Barat Tatrrrn

2021 Nomor 3);

*l[enetapkan :

MEMIITUSI(AN:
PERATI,RAIT BIIPATI IIALMAI{TRA BARAT TTNTAIIIG
ptntNcAHAAN HEBUI1UHAN BARAITIG MILI$
DAERAII {Blr{D}.

BAB I
I(ETENTUAT{ UIVIUuI

Pasal l
lJalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1-. Daerah a"dalah Katrupaten Halmahera Bara"t.

?. Pemerintah Daera.h adalah Kepala Da.erah sebagai unslll:

penyeienggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusart

pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn-

3. Kepala Daerah yarrg selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati

Haknahera Barat

+. Perangkat Daerah aCalah unsu.r pemLrantu Kepala Daerah da:r

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan url.lsan

pernerintaha.n yangmenjadi kewena"nga.n daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeratr Kabupaten Haknahera

Bara.t selaku Pengelola Ba"rang Milik Daeratr.
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6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD

adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halrnahera Barat
yang n"rempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Barang Milik
Daerah.

V. Kepala Eladan Keuangan dan Aset Daerah seianjutnya disebut Kepala

BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Halmatrera Barat sebagai Pejabat Penata"usahaan Barang.

B. Barang Mitik Daerah adalah semua barang yang dibeiildiperoleh a.las

betran APBD atau perolehan lainnya yang sah.

9- Pengelola Barang Milik Daeratr yang selanjutnya disebut Pengelola

Barang ada-lah Pejabat yang Lrerwenang dan berta"nggung jawal:

menetapkan kebijakan dan pedornan serta melakukan pengelolaan

Barang Milik Daerah.

10. Pe.jabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerahr

yang mernpunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku

pejabat pengelola keuangan daerah.

11. Pengguna BMD yang selanjutnya. disebut Pengguna Barang adaiah

pejabat pemegang kewenangan pengguna BMD.

1?. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebui

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja Perangkat flaera-tr

atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk rnenggunakan BMI}

yang berada dalam penguasaannya.

l-3. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah kegiatan

merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik f)aerah untuk
r.rrenghubungkan pengada.an barang yang teiah lalu dengan keadaan

yang seda.ng Lrerjaian sebagai dasar rlalarn rnelakukan tindakan

pernenuhan kebutuhan yang akan datang'

1 4, pemeliha.raarl adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan aga.r

semua Barang Milik l)aerah selalu dalarn keadaan baik dan siap

untuk cligunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

15. Pernanfatan aclalah pendayagunaan Barang Miiik Daerah yang tidak

digunakan untuk penyeienggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah dan /atau optimalisasi Barang Milik Daerah yang tidak

mengubah status kePemilikan.

a6. Pernind.ahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
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3,7. Penghapusan adalah tinda.kan menghapus Barang Milik Daerah dari
daftar barang dengan rnenertritkan keputusan dari pejahrat yang

berwenang untuk membeba.skan Pengelola Barang, Pengguna Bararrg,

dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas Lrarang yang berada dalarn penguasaannya.

L8. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas,
kendaraan dinas dan lain-lain trarang yang memerlukan standarisasi.

1"9. Standar Harga adalah penetapan besaran harga sesuai jenis,

spesifika.si dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
24. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan seba.gai

acua-rr penghitungan pengadaan Bar:ang Miiik Daerah da.la.rn

perencanaan kebutuhan.

2L. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah trarang yang dibutuhkan
sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik
Daerah dalarn perencanaan ketrutuhan Barang Milik Daerah pada

Perangkat Da.erahr.

22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut RKA- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggararr yang berisi rencarra. penda"pa"tan, rencana. belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta renca.rra pembiayaan

sebagai dasar penyusunan APBD.

23. Rencana Kerja Pera.ngkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja

Perangkat Daerah adalah Rencana llahrunan Perangkat Daerah.

24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
RKBMD adalah daftar yang rnemuat perencarraan kebututran Bararrg

Milik Daerah yang disusun Pengeiola sehagai bahal dalarn

penyusunan Ra"ncangan APBD untuk 1 {satui tahun anggaran.

25. Daftar Barang Milik Daerakr Pengguna yang seianjutnya disingkat DEP

adalakr daftar yang rnemuat daftar Barang Milik Daerah yang ada di

Pengguna Barang.

26. Daftar Barang Milik Daerah Kuasa Pengguna yang selanjutnya

disingkat DBKP adalah daftar yang memuat daftar BMD yang ada di

Kuasa Pengguna Barang.

6
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ZV. Ferawatan Banguna.n aclalah usaha memperbaiki kerusakan yarlg
terjacii agar bangunan dapat berfungsi rlengan baik sebagaiurar:a
mestinya.

28. Kerusakan l3angunan aclalah tidak berfungsinya bangunan atarr

kornponen bangunan akibat per:yusutanf berakhirnya umur ban.gunan
alau akibat ulah rnelnusia atau perilaku alam seperti beban fungsi
yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis"

BAB II
PEDOIVIAN DA$[ R,UANG LINGI(IJP

RENCANA I(ER*,A BAE.ANG IT,IILIK DATRAH {[II(BlVID}

Pasal 2
Perat.uran Bupati ini adaiair rnerupakan pedoncarr bagi Organisasi
Perangkat Daerah dalarn rnelaksanakan penyusunan RKI3MD clan

rrr*wujudkan pencapaian kebutuhan riil Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Rrrang Lingkrrp tata cara penyr-rsr-rnan perencanaan kebutuhan L3arang

Milik lla"erah, rneliputi:

a. penyusunan Renr:ana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeiil:araan

i3arang MilikDaerah;

h. penyusunan Rencana Kebutr-rhan Pernanfaatan Barang Milik Daerah;

c. penyusunan Rencana Pemindairtalnganan f3arang Milik Daeralr;

d. periylrsunarr Rencana Kebutuhan Peminclahtangan Barang Milik
Daerah; dan

e. penyusunan Perubahan Rencana Kebul.uhan Pengadaar: Can

Per-nelitraraan Barang Milik Daerah.

BAB III
PTRIENCANAAIT I(TBUTI'HAN BARANG MITIK DAERAII

Bagian llesatrr
Prinsip tlmrrm
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Pasal 4

{L} Perencanaan kehrutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan

memperhatikan keLrutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat

Daeratr serta ketersediaan BMD yang ada..

{2} Ketersedia.an BMD sebagaimana dimaksud pada eryat {1), merupakart

BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

{3} Perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pa-daayat (1} dan

a-yart {2]r, harus dapat rnenceffninkan keLrutuhan riil BMD pada

Perangkat Daerah setringga dapat dijadikan dasar dalarn
penyusunan RKBMD.

Pasal 5

{1} Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap

tatrun setelah Renja Perangkat Daerah diteta.pkan.

p| Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada Renja

Perangkat Daeratr.

{3} Perencana.an kebutuhan sebagaimana dirnaksud ayat (1}, merupakan

salah satu da"sar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan

arrggaran untuk kebutuhan baru {new initiatiueJ dan angka clasar

{baseline} serta penyusunan rericana kerja dan anggaran.

{4} Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerakr, dikecualikan untuk
penghapllsan, berpedornan pada:

a. Standar Barang;

b. $tandar Kebutuhaa; dan/atau

c. Standar Harga.

{5} Standa.r Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga sebagaimana

dimaksud pa.da ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

pertirnbangan teknis dari orga.rrisasi perangkat daerah teknis.

Pasal 6

{1} Pengguna Barang menghirnpun }?KBMD yang diajuka"n oletr Kuasa

Pengguna Barang yarrg berada di lingkungan Perangkat Daerah.

{2} Pengguna Barang rnelakukan penelaaLran terha"dap usulan RKBMD

yarlg diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
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{3} Pengguna Rarang menyampaikan RKBIVID sebr:"gaimana clirnaksuci

pada ayat i1), kepada Pengetrola Ban"ang.

{4} Pengelola Barang metrakukan penelaatran atas usulan RKBMI-}

sebagaimana dimaksud pada ayat ('2|, bersama Pengguna Barang

clengan rnemperhatikan da"ta Barang Milik Daeriekr pada Penggun*

Bnrang dan/atau Pengelola- Barang.

{5} Data BMD pada Pengguna Barang danfatati Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, antara lain :

a. La.poran Daftar E3arang Pengguna" Semesteran.

b. Laporan Daftar llarang Pengguna Tahunan.

c. Laporan Daftar Barang Pengeiola Sernesteran.'

d. Lapr:ran Ilaftar ESarang Pengelola "lahunan

t6l Pengelola Barang dalam melakukan penelelahan sebag;airnar:a

dirnaksud pacia ayat (3), dibanlu oleh Pejabat Penatausahaan Elarang,

Pengurus Elarang Pengelola serta Tim Fenelaah yaltg ditetapkan dengan

Keputusan Bupa[i.

{7} Pengguna Barang yang tidak rrlenyarnpaikan RKBMD Penpladaan

dan Pemelihraraan, tidak dapat mengusl-rlkan penyedinan anggarall

untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar tlaiam

rangka rencana pengadaan dan pemeliharaarl dalam RKA-Perangkat

Daerah.
Pasal 7

Berslasarkan pertirnbangan teknis dari Organisasi Perangkat. L)aerch dari

RKEIMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan digrlnakan oleh

PenF€una.F3arang sebagai dasar Penyusunan RKA-Perangkat l)aeratr.

Pasal I

{1} Pengguna l3arang dan/atau Kuasa Pengguna Rarang tidak dapat

rnengllst-ltrkan RKBMD Pemeliharaall terkradap :

a. BMDyeing berada dalam kondisi rusak berat;

t]. BMD yang sedang dalam status penggunaan selnentara;

c. l3arang Miiik l)aerah yarrg seciang dalarr status rli.opera,sikan otreir

pihaklain; dan/atau
d" EIMD yang sedang menjadi ohryek pemanfaatan'

d
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{2} RKMBD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b, diusulkan oleh

Pengguna Barang yang ffrenggunakan Barang Milik Daerah bersifat

serrrentara.

{3} RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf d, tidak
terrnasuk pernanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian l(edrra

Lingkrrp Perencana,arl l(ebutuhan Bararng Mifik Daeralr

Pasal 9

{1} Perencana.an kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:

a" perencarraan pengadaan Barang Milik Daerah;

b. perencanaan pemeliharaan Barang Mitik Daerah;

c. perencanaan pernanfaatan Barang Milik D:rerah;

d. perencanaan pemindahtangarlan Barang Milik Daerah; dan

e. perencanaan penghapusan Barang Milik Daerah.

{2} Perencanaarl pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dirnaksud
padaayat (1) huruf a, dituangkan dalarn dokumen ItKBMD Pengadaan.

(3| Perencanaarr pemeliharaan tsarang Miiik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam dokurnen RKBMII

Pemeliharaan.

{4} Perencanaan pemanfaatart BMD sebagairnana dimaksud pada ayat (1}

huruf c, dituangkan da"larn dokurnen RKBMD Pernanfaatan.

(S| Perencanaan pemindahtanganan Barang Miiik Daerah sebagaimana

dirnaksud pada a"yat {1} huruf d, dituangkan da-lam dokumen RKBMD

Pernindahtanganan.

{6} Perencanaarr peng}rapusan BMD sebagairnana dimaksud ayat {1} huruf
e, dituangkan dalam RKBMD Penghapusan.

BAE TV

PTNMISU1VAN RKBMD
Bagian Ilesatrr

RI(BIIID Perrgadaarr

A
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Pasal LO

{1} Kuasa Pengguna Barang merryusun usulan RKBMD Pr:ngadaan di
lingkungan unit keqia ya1lg dipimpinnya.

{2} Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan }lKFlMI} Pengadaar:

sebagaimana dimaksud pacla a3rat (1), kepada Pensguna Elarang paling

lambat minggu kesatu bulan Mei.

Pasal Ll
tI) Pengguna Barang melaki-lkan penelaahan terhadap usttla,n RKBMD

P*ngadaan yar:g diqjukan oieh Kuasa" Pengguna l3arang pacla rninggu

kerjua hulan Mei.

t*l Fenelnahan sebagaimana rlin-laksud pa<1a a-yat {1}, i-rnt-.rk

::rernastikan kebenaran clata masukan {input} perl-lrusllnan RKFfuil}

pengadelan yang paiing sedikit meupertimbangkan :

a, kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) trerupa RMI]

rlengan Rerr-ja Perangkat" Daerah;

b. standarisasi sarana darr pra.saraila kerja Pen:enintatr L)aerah;

c. kebutuhan barang parla masing-masing Perangkat Daerah sesua.i

besaran organisasi, jumlah pegawai, dan tugas serta fungsi
Perangkat Daerah;

d. adanya harang-Lrarang yang rusak, dihapus, dijuai, hilang, rnati

atau sebab lain yang dapat. dipertanggung-jawabkan sehingga

memerlukan pen ggantian ;

*. adanya peruntukan barang yal1g didasarkan paela peruni,ukan

standar perorangan, jika terjacli mutasi ber:tambah perscnil

sekringga mempengaruhikehutuhan barang;

f. tingkat persediaan Elarang Milik flaerah di setiap talrun
arlggaran trersangkutan agar efisien dan efektif; dan

g. pertirnbangan teknologi.

{31 Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaa.n yang clisampaikan

Kuasa Pengguna Rarang digunakan dalam menyuslln usulan RKBMD

Pengadaan tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit mernuat

inforrrrasi :

a. Nama Kuasa trengguna E3arang;

b" Nama Pengguna Barangl

d,
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c. Program dan Kegiatan;

d. Daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang

pada KuasaPengguna Barang; rian

e. Rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

{4} Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan

Kuasa. Pengguna Barang sebagairnana dimaksud pada ayat {3),

disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang.

{5} Kuasa Pengguna Barang ff}erlyusun RKBMI) Pengada.an berdasarkan

hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada alrat (3), untuk
disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu ketiga

bulan Mei.

Pasal 12

{U Pengguna barang rnengLrimpun RKBMD Pengadaan dari Kuasa

Pengguna Barang sebagaimana Cimaksud dalam Pasal 6 avat (3).

i2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan kepada

Pengelola Barang melalui Kepala BKAD, selambat-lambatnya rninggu

keempat buian Mei.

(3) Format usulan RKBM D Pengadaan sebagairnana maksud ayat (2) ,

akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset

I)aerah.

Bagian l(edua
RI(BMD Pemeliharaarr

Pasal 13

i1) Kuasa Pengguna l3arang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan di

lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya"

i2i Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Ltsulan RKBMD

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, kepacla Pengguna

Barang paiing larnbat rninggu kesatu bulan Mei.

Pasal 14

{U Pengguna Barang4 rnela.kukan penelaahan ter}radap usulan RKBMI}

Pemeliharaan yang diajukan o[e]r Kuasa Pengguna Barang parla

minggu kedua brulan Mei.

d,
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t21 Penelaatran sebagaima"na yang dimaksud pada ayat ti) untuk
rnernastikan kebenaran data masukan (input) penyrtsunan RKBMD

perneliharaan yairrg sekurang-kurangnya" mengacu pada daftar trarang

Kuasa Pengguna Barang yang memua,t inforrnasi mengenai status

barang dan kondisi barang.

{3} Hasil penelaahan seLragaimana dimaksud pada ayat (2ll, digunakan

oleh Pengguna Barang dalam menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan

tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit rnerr uat informasi :

a, Nama Kuasa Pengguna Barang;

kr. Nama Pengguna Barang;

c" Nama Barang Milik f)aerah yang dipelihara;

d. Usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

e. Rencana kebutuhan perneiiharaan Barang Miiik Daerah yang

disetujui.

{4i Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat- (3), disar:rpaikan

kepada Kuasa Pengguna Barang.

t5) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan

berdasarkan hasil penelaahan setragaimana dimaksud pada ayat i3),

untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu

ketiga bulan Mei.

Pasal 15

{1i Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (l|.

12) Pengguna Barang fflenyarrlpaikan usulan RKBMD Perrreliharaarr

kepacla Pengelola Barang rnelalui Kepala BKAD, selambat-larnbatnya

minggu keempat h-ilan Mei.

t3) F ormat usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana ayat (2lr, akan

cliatur dan clitetapkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16

tU Untuk Barang Milik Daerah berupa Lrangunan, kerusakan bangunan

clibedakan atas :

6
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a. kerusaka.n ringan;
b. kerusakan sedang; dan

c. kerusakan berat.

l?t Penentuan tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

seteiah trerkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemlrinaan bangunan gedung.

{3} Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat
kerusakan pada kla"ngunan yaitu:

a. perawatan untuk tingkat kerusakan ringan;

b. perawatan untuk tingkat kerusakan sedang; dan

c. perawatan untuk tingkat kerusakarr berat.

{4} Untuk perawatan yarlg mernerlukan penanganan ktrusus ata.u dalarn
usatra rneningkatkan wujud ba.ngunan seperti rnelalui kegiatan

renovasi atau restorasi, dikonsultasikan teriebih dahulu kepada

Perangka.t Daerah yang menyelenggarakan Lrrusan pembinaan

bangunan gedung.

Pasal 17

{1} RKBMD Perneliharaan bangunan merupa"kan upaya untuk
menghinda-ri kerusakan komponen / elemen trangunan akibat
keusangan / kelusuhan sel-relum umurnya beraktrir.

{21 Perangkat Daerah dapat rrlenJrusun RKBMD Pemeliharaan bangunan
yarrg tingkat kerusakan ringan dan sedang.

{8} Dalam hal bangunan dengan tingkat kerusakan berat, RKBMD

Pemeliharan disusun oleh Perangkat Da.erah yarrg hertanggung jawaLr

terhadap pembinaan bangunan gedung.

Bagian ltetiga
RIIBMD Penranfaataa

Pasal 18

{1} Pengguna Barang rnengtrirnpun RKBMD pemanfaatarr da.ri Kua.sa

Pengguna Barang.

{21 Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemanfaatan

kepada Pengelola Barang melalui Kepala BKAD, paling larnbat minggu

keempat bulanMei.
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i3) Formnt usulan RKBMD Pemanfaatan sebragaimana clirnaksud ayat. {2},
akan cliatur dan ditetapkan oleh Kepala BKAD.

Bagian l(eernpat
RI(,BM D Pernirrdahtanganan

Pasal 19

(1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pemindahtanganan dari
Kua-sa Pengguna Barang.

\21 Pengguna Barang menyampa.ikan usulan RKBMD Peminclahtanganar:
kepada Pengeloia Barang melalui Kepala BKAD, paJing lambat minggu
ke ernpat bulan Mei"

{3} Farmat usr-rlan RKBMD Pernindahtanganan sebagaimana dimaksr-rd

ayat {21, akan diatur dan rlitetapkan oleh Kepala lfadan Keuangan dan
Aset Daerah.

Bagian lIelim.a
RI(BMD Penglrapusail

Pasal 20

{1} Pengguna Barang menghimpun RKBMD Penghaplrsan dar'l Kuasa

Pengguna Barang.

i2) Pengguna Barang rrrentrarrrpaikan usulan RKBMD Penghiapusa,n

kepada Pengelola Barang melalui Kepala BKAD setelah dilakukan
penelitian pada tingkat Pengguna Bara-ng/Kuasa Peng4guna Barang.

{3} Penelitian sebagaimana dimaksud pnda ayat (2) untuk mernastikan

kebenaran data dalam penyusunan RKBMD yang mengacu pada

DBP/DBKP yang memuatinformasi rnerrgenai pertirnban6lan dan alasan

clilakukannya Penghapusan"

t41 Pengguna Barang lnenyelmpaikan usulan RKRMD Penghapu.san

kepada Pengeiola Barang melalui Kepala BKAD, paling lambat ming€ir-i

ke ernpat bulan Mei.

{5) Forrnat usulan RKBMD Penghapusan seLragairnana dirrraksud ayat (4},

akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala RKAD.

A
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BAB 1r

PENTLAAHAN ItI(ts}ID PADA PEIIGELOLA BARANG
Bagian. I(esatrr

Penelaahan R,KBMD Pengadaan

Pasal 21

tll Pengeloia Barang melakukan penelaahan t-erhadap usulan RKBMD
Pengadaan yang diajukan oleh Pengguna Barang paling larnbat rninggu
kesatu bulan Juni.

t2l Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan diiakukan terhadap :

a. relevansi prograrn dengan rencana keluaran (output) Pengguna

Barang;

b, optirnalisasi penggunaan Barang Milik Da,erah yang berada pada
Pengguna Barang; dan

c. efektifitas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada
Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka
menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daeratr.

{3} Penelaahan tertradap usulan RKBMD Pengadaan sebagairnana

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:

a" kesesuaian program, kegiatart, dan keluaran {output) berupa BMD
dengan Renja Perangkat Daerah;

h. Standarisa.si sarana. dan prasarana kerja Femda.

c. kebututran barang pada rnasing-masing Perangkat Daerah sesua,i

Lresaran orga"nisasi, jumlah pegawai, dan tugas serta fungsi
Perangkat Daerah;

d, Terdapat bara.ng-trarang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, rnati
atau setrab lain yang dapat dipertanggung-jawabkan sehingga

rnemerlukan penggantian;

e. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan
standar perorangan, jika terjadi rnutasi berta.rnba-tr personil
sehingga" mempenga"ruhi kebutuhan barang;

f. tingkat persediaan Barang Milik Daerakr agar efisien dan efektif di
setiap tahun anggaran bersargkutan; da"n

g. pertimbangan teknologi.
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t4! Flasil penelahaan atas usulan RKBMD Pengaclaan Pengguna Barang

untuk penyusunan RKL3MD Pengadaan paling sedikit memi-rat

infonnasi :

a. Narna Kuasa Pengguna Barang;

b. Nama Pengguna, Barang;

c- Prograrn dan Kegiatan;

d. Daftar barang pacla Pengguna Barang dan/ata"u daftar barang

pada KuasaPengguna l3arang;

e. Rencana Kebutuhan pengadaan I3MD yang disetujui"

t$l Hasil penelaahan Pengelola Barang atas usulan RKBMD Pengadaan

pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada aya"t (2), disarnpaikan

kepada Pengguna Ba"rang.

{6} Pengguna Barang rnenyusun RKBMI) Pengadaan berdasarkan h.asil

penelaairan sebagaimana dimaksud pa-da avat {2}.

t?l Pengguna Barang fllenyarnpaikan RKBMD Pengadaan kepada

Pe1gelola Barangrnelalui Kepaia BKAD, paling lambat minggu keclua

bulan Juni.

{S} Format Hasil Penalaahan RKBMI} Pengadaan sebagairrana rlimaksurl

ayat {5), akan diat"ur dan clitetapkan oleh Kepzrla BKAD.

Bagiarr l{edua
Penelahaarr RI{3MD Perrreliharaan

P.asa.l 22

{1} Pengeiola Barang melakukan penelaa.han terhadap usulan I?KBh{I}

Pemeliharaan yang diajukan oleh Pengguna Rarang paiing lambat

minggu kesatu bulan Juni.

tzl Penelaahan ter:haclap usulan RKBMD PerneliLraraan sebagairrrana

4imaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan daft.ar barang pada

pengguna Barang / Kuasa Pengguna Bara.ng yang memuat inforr-nasi

mengenai status barang dan konclisi trarang'

{3} tr-Iasil penelahaan at.as usulan RKBMD Pemeli}rarilan Pengguna FSara,r:rg

untgk penyusunarl RKBMD Pemeliharaan paling sedikit memuat

infnrmasi :

o<
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a. Nama Kuasa Pengguna Barang;

b. Nama Pengguna Barang;

s. Nama barang yang dipelihara;

d. Usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

e. Rencana kebutuhan pemelihara.an BMD yaflg disetujui.

{*} Hasil penelaahan Pengelola Barang atas usulan RKBMD

Pemeliharaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {?},

disampaikan kepada Pengguna Ba.ra"ng.

{S} Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaa.n berda"-sarkan

hasil penelaatran sebagaimana dimaksud ayat (2).

{6} Penggltna Barang ffrenyanlpaikan RKBMD Pemelitraraan kepada

Fengeiola Barang melalui Kepala BKAD, paling larnbat rninggu kedua

bulan Juni.

t?l Forrnat Hasil Penalaahan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud

ayat (4), secara teknis diatur oleh Kepala BKAD.

Pasal 23

t1l RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud Psl 2L ayat. (5) dan Psl 22 ayat {5},

ditetapkan meqjadi RKBMD aletr Bupati.

{2} RKBMD Pengadaan da"n RKBMD Pemeliharaan setragaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian l(etiga
Perrelalraan RIIBMD Pernanfaatano Pernirrdahtarrgarr

dan Penghaprrsan

Pasal 24

{1} Pengelola E3arang melakukan pr:ne}aahan terhaclap usulan RKBMD

Pemanfaata-n, Pemindahta.nganan dan Penghapllsan yarrg diajukan
oleh Pengguna Barang paling lanrrhat minggu kesatu bulan Juni.

{2} Penelaalaan usulan RKBMD Pen:anfaatan, Pernjndah-tilnganare clan

Penghapusatrr, harus rnemperhatikan daftar barang pada Penggr,rna

Elarang yang memuat informa"si mengenai rencana Perna-nfaatan,

Pr-:rnindahtanganan elan trenghapusan yang akan dilakukan.

d
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{3} Hasil penelaahan Per:gelola f}arang atas usulan RKBMII

Per::anfaatan, Pemindahtanganan dan PenghapLtsan setragalnaana

dimaksud pada ayat (1) dan t2), disampaikan kepada Pengguna

Barang.

{4} Pengguna Barang menyusun RKIIMD Pernan{aatan, Pemindahtangelnan

clan Penghaplisan berdasarkan hasil pr:nelaahan sel:a.gaimanla

dima,ksutl pada ayat (2).

{5} Pengguna l3errang rrlenyampaikan RKBMD Pen:anfaatan.

Femir:rdahtanganan dan Pengtraplrsan kepacl a Pen gel"ola Barang rnelalui

RKAD paling iambat minggu keclua trulan .Iuni.

{S} Format Hasil Penalaahan RKBMD Pemanfaatan, F'ormat Hasil

Penalaakran RKE3MD Pemindahtanganan, Irorrnat H.tsil Penalaah*rre

RKBMD Penghapllsan, akan diatur oleh Kepala BKAD sesuai ketentuan

yang beriaku;
BAB \/tr

RI(tsIVID I(ONDISI DARUR.AT DAN PEIIUBAI{AN RT{EIVID

Pasa1 25

{1} Dalam hal terdapat kondisi darurat yang terjadi setelah batas akhir
perryafirpaian RKRMD, Pengadaa.n cian RKBMD Pemeiiharaall,

pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan Lraru {neus

initiatiue) dan penyediaan anggaran angka dasar {baselinel dalarn

rangka rencana pengadaan BMD dan rencana, perneliharaarl BMD

dilakuka.n Lrerdasarkan mekanisrne penganggaran sesuai ketentuan

yang berla.ku"

t?l Kondisi clarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bencana

alam, bencana non a-larn dan ganggua.n keartanan skala besar.

{3} Pengusulan penyediaan anggara-n sebagaimana rtrirnaksud" pada ayat

{1}, dilaporkan ole}r Pengguna Bara.ng kepad*l Pengelola Barang

bersamaan dengan penyampaian RKBMD peruhahan tahun berkenaan

clanf atalr RKBMD taLrun berikutnya.

{4} Laporan sehragaimana ciirnaksud pada ayat (2), cligunakan c}eh

Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambeihan dalam
pemba"hasan RKBMD yarig disarnpaikan oleh Pengguna Barang

bersangkutan pacla APBD-P Tahun Anggaran herkenaan d.lnlatau
APF3DI'ahun Anggaran berikutnya.



Pasal 26

{1} Pengguna Barang dapat rnelakukan usulan perubrahan RKBMD

Pengadaan dan RKBMD Perneliharaan.

{2} Usulan perubahan RKBMD sebagairnana dimaksud pada ayat {1}

dilakukan sebelum penyusunan perubahan APBD.

{3} Ketentuan mengenai penJrusunan RKBMD sebagaimana dimaksud

daiam BAB III Pera,tltran Bupati ini trerlaku secara mutatis mutan"dis

terhadap penyusLrnan perubakran RKBMD.

i4) pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan perul:aha,n

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang diajukan olekr

Pengguna Barang.

isl Penelahaan atas usula.n perubahan RKBMD Pengadaan dan RKBMD

Pemeliharaarr sebagairnana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat

diusulkan dalarn hal :

a. kebutuhran mendesak, jika tidak dilaksanakan maka tugas dan

fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanal kepada masyaraka-t akan

terganggu; a"tau

b. penganggararlrlya_ berasal dari Dana Alokasi Ktrusus (DAK) dan

Tugas Pembantuan.

{6} Perubahan RKBMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

{?} Format usulan Perubahan RKBMD Pemeliharaan sebagairnana

dimaksud ayat {5i, diatur oleh Kepa-la BKAD-

BAB \lII
KETTNTUAI'I LAITT-LAII{

Pgsal 27

{1} Perryusunan RKBMD berpedoman pada peraturan perundang*

undangarr yang rnengatur tentang standarisasi sarana dan prasararla

ked a, Pemerintah Daerah.

{2} Hal-hal teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan

ditetapkan oleh Kepala BKAD.

BAB VIII
I( TEITTUA}I PTRALIT{AI{

Pasal 28



i1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang sudah ditetapkan

sebelum Peraturan Bupati ini, selanjutnya segera menyesuaikan dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan.

i2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati

Haknahera Barat Nomor 25.A Tahun 2o-23 tentang Perencanaan

Kebutuhan Barang Miiik Daerah yang berlaku sebelumnya dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku 1agi.

BAB II(
ITE?TNTUAN PTNUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

,4.gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya. dalarn Berita Daerah

Kabr-ipaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada Langgal lb JUL:

BUPATI BARAT,

Diundangkan di Jaiiolo
Pada tanggal tL JuLr 2021

BtrRITA DAtrRAH KABUPATEN HALMAHF]RA BAR,ST TAHUN 2024 NOMOR : IZ

2424

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum rlan Organisasi
Barat
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IV la

Asisten Bid. Adm Umum

.JAMES UANG
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